Pointers Untuk FGD:
Ruang Lingkup RUU-KN: Tataran Kewenangan Institusi dan Aktor Di Bidang Keamanan Nasional/Keamanan Negara
Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

1. Sejak dipisahkannya institusi TNI dan Polri pada 1 April 1999 yang dipertegas lagi melalui Tap MPR/MPR-RI/VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR/MPR-RI/VII/2000 tentang Peran dan fungsi TNI dan Polri tampak jelas betapa persoalan penanganan keamanan nasional/keamanan negara masih menghadapi berbagai persoalan. Di masa lalu, ketika kedua institusi tersebut masih berada di dalam satu wadah ABRI dan bernaung di dalam Departemen Pertahanan dan Keamanan, persoalan tataran kewenangan dan tugas perbantuan di antara keduanya dalam menangani persoalan-persoalan pertahanan dan keamanan belum mencuat menjadi sesuatu yang patut untuk dipertentangkan satu sama lain.
2. Persoalan pertama yang muncul sejak reformasi sektor keamanan dicanangkan pada pertengahan 1998 ialah terminologi mana yang paling tepat untuk digunakan, keamanan nasional ataukah keamanan negara? Pilihan atas kedua terminologi tersebut tentunya membawa konsekuensi tersendiri. Keamanan nasional tentunya jauh lebih luas daripada keamanan negara, karena ia bukan hanya mencakup State security dalam artian yang sempit, melainkan juga keamanan manusia yang berada di dalamnya.
3. Persoalan kedua, siapa di antara kedua institusi tersebut yang memiliki wewenang khusus untuk menangani keamanan nasional/keamanan negara. UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara hanya menyebutkan bahwa dalam menghadapi ancaman yang bersifat militer, TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan nasional, sedangkan komponen-komponen lain merupakan komponen pendukung. Dalam menghadapi berbagai ancaman non-militer, TNI merupakan komponen pendukung, sedangkan komponen lainnya, tergantung pada sifat dan jenis ancaman, dapat menjadi komponen utama. 

4. Di dalam UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara disebutkan bahwa Polri memiliki fungsi penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayoman masyarakat, pelayanan masyarakat dan ketertiban umum. Sedangkan UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa TNI memiliki berbagai tugas untuk mempertahankan kedaulatan nasional, melindungi kehormatan negara, melindungi segenap bangsa, menangani masalah terorisme dsb tanpa klasifikasi mana yang tugas utama dan mana yang tugas perbantuan, atau tiadanya perbedaan antara Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang.
5. Persoalan ketiga, di kala di sebagian belahan bumi, khususnya di AS, Australia dan beberapa negara Eropa militer, melalui keputusan politik otoritas politik diperbantukan untuk menangani masalah-masalah keamanan dalam negeri, termasuk di dalam menangani masalah terorisme, di Indonesia justru berkembang pemisahan peran, fungsi dan/atau tataran kewenangan antara TNI dan Polri. 
6. Pemisahan peran dan fungsi TNI dan Polri memang merupakan suatu keniscayaan jika kita ingin membangun institusi-institusi pertahanan dan keamanan yang profesional. Namun, kenyataannya di lapangan masih terdapat problem atau kendala dalam implementasinya.

7. Persoalan keempat, sampai saat ini masih terdapat perbedaan mendasar mengenai bagaimana mengatur tugas perbantuan TNI, apakah melalui UU ataukah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yaitu melalui Peraturan Pemerintah. Antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya dan juga Tap MPR No VII/2000, terdapat perbedaan mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai hal itu, ada yang menyebutnya dengan UU, ada pula yang menyebutnya dengan peraturan perundang-undangan yang berarti bisa diatur dengan PP.
8. Selain itu, persoalan lanjutan yang muncul ialah siapa yang berhak meminta perbantuan kepada TNI apakah Polri, Pemda ataukah melalui keputusan politik otoritas politik di tingkat pusat. Bentuk bantuannya seperti apa, apakah di-BKO-kan atau grup pasukan TNI itu dapat melakukannya dengan cara permereka sendiri. Kapan perbantuan itu diberikan dan kapan masa berakhirnya. Dana bagi tugas perbantuan itu apakah diberikan melalui Polri ataukah langsung dari pemerintah pusat kepada TNI. 

9. Persoalan kelima, sampai kini juga belum ada keputusan dari pemerintah mengenai pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang merupakan perangkat kepresidenan yang berfungsi membantu Presiden untuk: (1) menentukan masalah-masalah yang dapat dikategorikan sebagai masalah keamanan nasional/keamanan negara; dan (2) merekomendasikan alternatif kebijakan dalam menangani masalah keamanan nasional/keamanan negara yang dimaksud. Ini juga terkait dengan persoalan legal formal di mana dalam UU No 3/2002 nama dewan ini disebut Dewan Pertahanan Negara yang tentunya amat berbeda dengan DKN. 

10. Persoalan keenam, di tengah semakin kuatnya ego sektoral, tidak sinkron dan tidak selarasnya antara satu undang dengan undang lainnya yang terkait dengan keamanan nasional, hingga saat ini masih sulit untuk menyatukan pandangan mengenai perlu tidaknya kita memiliki UU Keamanan Nasional. Padahal, tanpa adanya UU ini amat sulit bagi kita untuk menentukan apa itu yang dimaksud dengan keamanan nasional, bagaimana tataran kewenangan institusi dan para aktor dalam menangani masalah keamanan nasional, bagaimana pula koordinasi di antara para aktor agar penanganan masalah keamanan nasional dapat dilakukan secara efektif.

11. Dalam empat FGD sebelumnya, tampak jelas betapa masih terdapat pro dan kontra mengenai hal-hal tersebut di dalam butir 10 di atas. Selain itu tampak jelas betapa persoalan keamanan nasional begitu luas dan masing-masing institusi memiliki definisi atau pandangan sendiri mengenai kewenangan masing-masing dalam menangani masalah keamanan nasional.

12. Meski terdapat silang pendapat mengenai penanganan masalah keamanan nasional, ada beberapa kesepakatan yang sudah dicapai, antara lain: (1) Presiden merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan keamanan nasional, walau hingga saat ini belum tampak adanya kebijakan mengenai hal ini yang tertuang dalam dokumen yang baku; (2) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Perang; (3) Presiden menyatakan Darurat Militer atau Darurat Sipil; (4) Presiden dapat mengerahkan TNI dalam menangani masalah bencana; (5) DPR memiliki wewenang untuk bersama pemerintah membuat UU yang terkait dengan Pertahanan dan Keamanan Negara; (6) DPR memiliki fungsi  menentukan anggaran dan pengawasan atas implementasinya; (7)  Departemen Luar Negeri memiliki peran diplomasi internasional yang amat penting yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara; (8) perlu adanya tataran kewenangan yang jelas di antara berbagai institusi dan aktor dalam menangani keamanan nasional dsb.
13. Yang jadi persoalan ialah, meski telah ada UU yang bersifat sektoral atau penanganan masalah darurat, dalam menghadapi berbagai situasi seperti Perang, darurat militer, darurat sipil, darurat ketertiban umum dan darurat bencana, belum ada UU yang dapat menaungi mengenai bagaimana mengatur peran para aktor/institusi di luar institusi utama (komponen utama). Bagaimana pula mengatur koordinasi di antara berbagai institusi dan aktor tersebut.
14. Contoh konkret dari ketidakjelasan ini ialah persoalan penanganan bencana alam yang secara bertubi-tubi menimpa negeri kita, persoalan pembentukan Bakorkamla yang terkait dengan keamanan maritim, persoalan penanganan keamanan di perbatasan, transisi penanganan keamanan pada Objek-objek Vital Nasional dari TNI ke Polri, penanganan konflik-konflik komunal di berbagai daerah, atau bagaimana koordinasi antara berbagai institusi dan aktor dalam menangani masalah kejahatan lintas negara, seperti masalah terorisme. 

15. Jika kita mengambil contoh kebijakan pemerintahan PM John Howard di Australia dalam menangani masalah terorisme, di situ jelas diatur mengenai apa saja peran dari berbagai institusi dan aktor. Selain pengaturan peran dan fungsi, diatur pula koordinasi antara Departemen Pertahanan dan Tentara Diraja Australia, Departemen Imigrasi dan Masalah-masalah Multikultural, Australian Federal Police, Bea Cukai, Kelompok Intelijen Pertahanan, Australian Security Inteligence Organization (ASIO), Australia Secret Intelligence Service (ASIS), lembaga-lembaga penelitian beserta jajaran ilmuwan kimia, fisika, kedokteran, ilmu-ilmu sosial dsb. Dengan kata lain, ada suatu kebijakan untuk menyatukan langkah dan sumber daya nasional untuk menghadapi ancaman terorisme. Koordinasi informasi dan kebijakan dilakukan oleh kantor perdana menteri, sedangkan koordinasi intelijen dilakukan oleh badan intelijen yang bernaung di bawah kantor perdana menteri.
16. Wacana semacan ini bukan mustahil juga ada di desk anti teror (badan penanganan terorisme) yang berada di kantor Menko Polhukam. Persoalannya ialah, apakah wacana semacam ini kemudian diwujudkan ke dalam suatu kebijakan pemerintah yang terdokumentasi, memiliki kekuatan hukum dan disebarluaskan kepada halayak/publik agar diketahui dan mendapatkan dukungan publik.
17. Kita tidak menutup mata mengenai peran sentral yang dilakukan oleh kantor Menkopolhukam dalam mengoordinasikan penanganan masalah keamanan. Yang jadi persoalan ialah, masalah keamanan nasional bukan melulu persoalan yang terkait dengan politik, hukum dan keamanan konvensional semata. Persoalan lain yang cukup pelik ialah, tidak ada payung konstitusi dan undang-undang yang memperkuat atau memberi tataran kewenangan kepada Menko Polhukam untuk mengoordinasi masalah keamanan tersebut. Seperti kita ketahui, pembentukan tiga menko (menko polkam, menko kesra, menko ekuin) merupakan peninggalan situasi kedaruratan pada era Orde Baru lalu. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah kita akan selalu bekerja di dalam sistem yang diatur dalam situasi darurat terus menerus dan tidak berupaya untuk membangun sistem baku yang memiliki kekuatan legal formal?
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